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PATEN SAMOSIR
PERATURAN DAER/

NOMOR

RETRIBUSI

2011

BERMOTOR

ESA

satu sumber

dalam membiaYai

yarakatan dan

berdasarkan

keaditan, Peran serta

memPerhatikan Potensi

lll:.T:["; #o*i tensuiian Kendaraan Bermotor;

Tahun 2009 tenrang "'i"*lnon,"n daerah dalam hal

i:ff "#"J[t;il]l 
o";; ;'"h d a e rah se rta m e ni n s katkan

;;;;', *"*:,"Y:,:;:mm"il,llj'"1;,,ffi!?
oerlu Penataan kemba

lengulian Kendaraan Bermotor; 
-^''nana dimaksud

bthwa berdasarkan pertimbangan sebagaln

daram huruf a dan i"*t o' o"n: ::T."JS'J;:?:"-"

b isire "{::"::l,lll:,"}T:;'.:
Tahun 2009 tentang Paiak Daerah- ouL.."n 

dalam ha



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca

Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gg

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

2

Nomor 3186);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentuk

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
lndonesia Tahun 2003 Nomor i51, Tambahan Lembarar

Negara Republik lndonesia Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentu

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerinta

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik I

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentano

Kduangan antara Pemerintah pusat dan pemerin

Daerah (Lembaran negara Republik lndonesla Tahun

nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik i

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
'l 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

6.

7.



L

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1gg3 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 352g);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007

tentang Susunan ,Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 132 Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2007);

10.

11.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Menetapkan

dan

BUPATISAMOSIR

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir'

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urt

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD mt

azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan I

otonomiseluasluasnyadengansistemdanprinsipl.l

Kesatuan Republik lndonesia sebagaiman dimaksud

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia

1945.

3.PemerintahDaerahadalahBupatidanPerangkatD
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah'

4. BuPati adalah BuPati Samosir'

5.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyat
DPRD adalatl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab

Samosir;

Dinas adalah Dinas Perhubungan' Komunikas

lnformatika KabuPaten Samosir;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhul

Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Samosir;

8. Pejabat adalah pegawai tertentu yang diberi tug

tanggungjawab untuk melaksanakan suatu tugas tertt

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Samosir;

10. Penguji adalah setiap tenaga pemeriksa yang dir

memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang diberikan

serta tanda kualifikasi tehnis sesuai dengan

kualifikasinYa;

6.



11. Kendaraan wajib adalah setiap kendaraan yang berdasarkan

ketentuan perundangan-undangan yang berlaku wajib

periksa atau diuji guna mernenuhi persyaratan tehnis dan

laik jalan yaitu: Mobil Bus, Mobil Bai'ang, Mobil Penumpang'

Mobil, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan

Khusus dan Kendaraan Umum Roda Tiga (beca bermotor);

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang

dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak

termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun

tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang

dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat

duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya atau

yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)

kilogram;

Kerqta Gandengan'adalah suatu alat yang dipergunakan

untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu

oleh aldt itu .sendiri . dan dirancang untuk ditarik oleh

kendaraan bermotor;

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk

m-qngalgKul ba[ang yang dirancang untuk ditarik dan

sebaglqn ' bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor

penariknya;

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang

dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun

tertentu dan pe:'rggunaannya untuk keperluan khusus atau

mengangkut barang-bar"ang khusus;

Uji Berkala adalah pengujian kendaraan . bermotor baik

pengujian untuk pertama kali maupun pengujian lanjutan

secara berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji;

lraan

)PRD

dengan

prinsip

maksud
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12.

14.

15.

16.

17.
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18. Buku Uji berkala adalah tanda uji berkala berbentuk

berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kend

wajib uji;

19. Tanda Uji adalah bukti suatu kendaraan telah diuji

hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat

yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;

Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi

kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin

dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisi

lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

21 . Uji Ulangan adalah pegujian berkala terhadap kendaraan

melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berd

perintah penguji;

22. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi

pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;

23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

pribadi atau badan;

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

peratiJran perundang-undangan retribusi diwajibkan

melakukan pembaYaran retribusi;

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan re

dan/atau sanksi administratif berupa bunga;

26. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi

selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat

oleh wajib retribusi untuk melaporkan

Daerah

yang digu

perhitungan

pembayaran retribusi terhitung menurut aturan Peru

undangan yang berlaku;



)rbentuk
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27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah
disingkat 

'KRDLB 
adarah .",.", n:,j,1"','"T:,f:: iiJmenentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karenajumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang

terutang atau tidak seharusnya terhutang;
28. Surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat

dengan SPMKR adalah surat perintah yang dikeluarkan olehBupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihanretribusi kepada waijib retribusi
bersangkutan; 

vvquru relrlousl atau pemohon yang

29. penyidikan Tindak pidana di Bidang Retribusi adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai
Negeri Sipil, untuk mencari serta me
densan bukti itu membuat j","" ;;::lT::::"t'fl,Jil;
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.30. SPJIVSPSK adalah Surat penentuan Jenis Kendaraan/Suratpenentuan Sifat Kendaraan.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEKbAN WAJIB RETRIBUSI

_ pasal 2
Dengan nama retribusieengu;ian Kendara:
retribusi atas jasa neravan* i;;;r,:; ffij:"H],.::L:ipungut

. pasal 3(1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanpengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuanperaturan perundang_undangan, yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah.

(2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meriputi pemeriksaan spesifikasi
kendaran bermotor, penetapan tanda bukti lulus uji berkalaberupa buku uji dan plat ujiiplat samping, administrasi



pengujian atas kendaraan bermotor wajib uji, terhadap

bus (roda 4, roda 6, roda B), mobil penumpang umur

taksi, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan k

dan kendaraan umum roda tiga (becak bermotor).

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukun

memanfaatkan atau menikmati pelayanan yang diser

oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian kenr

bermotor

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukun

menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwi

untuk melakukan pembayaran retribusi, ternrasuk per

atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor'

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi pengujian kendaraan bermotor tergolong retribu

umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA.AN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensl pe

kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pe

kendaraan bermotor .didasarkan pada biaya penyedia

(1)

(2)



(2)

(3)
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pengujian kendaraan bermotor, dengan memperhatikan aspek

keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya

operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya

penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup

sebagian biaya.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang di pungut di

wilayah daerah.

.PARVll,
KETENTUAN P-ENGUJIAN

Pasal 9

Jenis Uji Berkala meliputi pengujian berkala untuk peitama kali

dan pengujian lanjutan secara berkala bagl kendaraan wajib

uji.
l

Jenis kendaraal y,3!g 9i*11!f1n uii berkala meliputi :

a. mobil bus;

b. mobil barang;

c. mobil penumpang;

d. kereta gandengan;

e. kereta tempelan;

f. kendaraan khusus;dan

g. kendaraan umum roda tiga (becak bermotor).

Untuk melaksanakan pengujian tersebut pada ayat 1 (satu),

dilakukan oleh Dinas.

(1)

(2)

(3)



(1)

(4) Masa berlaku uji berkala paling lama 6 (enam) bulan

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur' tata c

persyaratan pengujian kendaraan bermotor' diatur

Peraturan BuPati.

Pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian kr

bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memi

kualifikasi pengujian sesuai dengan ketentuan I

perundangan-undangan yang berlaku

BAB VIII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 11

Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan keten

uji kendaraan bermotor, dipungut retrib.usi penguiia

Besarnya retribusi pengujian sebagaimana dimal

ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. mobil bus dan mobil barang roda 4 (empat):

(2)

(1)

(2\

1) Jasa Uji

2) Pembuatan dan Pemasangan tanda

uji, baut, kawat dan segel

3) Buku Uji

b. mobil bus dan mobil barang roda 6 (enam):

Rr

saml

R1

R

R

sam

R

F

F

1) Jasa Uji

2) Pembuatan dan Pemasangan tanda

uji, baut, kawat dan segel

3) Buku Uji

c. Mobil barang roda 8 (delapan) ke atas:

1) Jasa Uji



2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda

uji, baut, Kawat dan segel

3) Buku Uji

d. Mobil Penumpang Umum dan Taxi:

1) Jasa Uji

uji, baut, kawat dan segel

3) Buku Uji

e. Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan:

1) Jasa Uji '

uji, baut, kawat dan segel

3) Buku Uji

2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda

Rp. 20.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 15.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 10.000,-

2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda

f. Kendaraan Umum Roda TiQa/Beca Bermotor:

1) Jasa Uji, - 
' Rp. .10.000,-

2)' Pembuqlan',ilan pCmagangan tanda samping, tanda

Rp. 5.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 20.000,-

2),,Pe1nbUatar-r dan ,pemqsangan tanda samping, tanda

uji, baut, kqwat'dan segel

3) Buku Uji

g. Kendaraan Khusus:

1) Jasa Uji

'' 
:,uji,-bdut, kivi'at 

-Qd1! 
s,gpel

3) Buku Uji

Kendaraan khusus dengan Jarak Sumbu 3 (tiga) meter

atau lebih, tarif retribusi pengujian disamakan dengan

tarif pada huruf "9" ditambah sebesar Rp 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) setiap kelebihan jarak sumbu 30

cm.



(1)

Bagian Kedua

Numpang Uji Kendaraan Bermotor

Pasal 12

Setiap kendaraan wajib uji yang melaksanakan numpang

keluar wilayah daerah wajib mendapat surat rekomenc

dari Dinas.

(2) Ketentuan lebih lanjut

syarat-sYarat untuk

sebagaimana.dimaksud

Peraturan BuPati.

mengenai Prosedur' tata cara 
'

mendaPat surat rekoment

pada aYat (1) diatur den

(1)

(2)

BAB IX

KETENTUAN DENDA

Pasal 13

Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terla

kendaraannya untuk diuji dikenakan denda keterlambatan

Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud

ayat (1), adalah sebagi berikut:

a. terlambat 1 (satu) bulan' dikenakan denda 25 % dari

uji;

c.

terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2

bulan, dikenakan denda 50 % dari Jasa U1i;

terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3

bulan, dikenakan denda 75 o/o darijasa uji;

terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (e

bulan, dikenakan denda 100 % dari jasa uji;

e. terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai den

(lima) bulan, dikenakan denda 120 % dari Jasa Uji;

f. terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 I

bulan, dikenakan denda 200oh dari Jasa Uji;

d.



g. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan' untuk setiap 6

(enam) bulan dalam 1 (satu) tahun dikenakan denda

sebesar 2 (dua) kali denda dad keterlambatan 5 (lima)

bulan;

h. keterlambatan di atas 1 (satu) tahun' dikenakan denda 4

(empat) kali denda dari keterlambatan 5 (lima) bulan;

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' disetorkan ke

Kas Daerah.

BAB.X
TATA CARA PE [ii: :UN G UTAN

.,1"' Pas?!.J  
"',,,.

(1) Pemungirtan lid,,q! q"qut diborongkan'

(2) Re$6usi dioiingut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen Jaiir.yang dip€isapakan'''' 
..

(3) Oot<umen lain yang 'dipersamakan sebagaimana dimaksud

kuPon dan kartu
p,qq?''' ayat ; (1I: dapat berupa *"'"'t.'

langganan.

(4) xetentuan't"tebg !a.niot'' 
men'ljenai tala cara pelaksanaan

BAB XI

.SAN KSI AD M I N ISTRATJ F-

Pasal 15

Dalam hal wajib retriJusi iiOak memnayar tepat waktu atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2

% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang

yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan

Surat Tagihan Retribusi Daerah'lengan

i;

b(

83



(1)

(2)

BAB XII
TATA CARA PEMBI\YARAN RETRIBUSI

Pasal 16
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi se

Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya

belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen I

dipersamakan.

(3) Pemyaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau ter

yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

Dalam hal pembayaran yang dilakukan ditempat lr

ditunjuk, maka pemeriksaan retribusi daerah harus ci

kas Daerah selambat-lambatnya 1 x24 jam.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi

kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribu

terutang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen

retribusi sebagaimana pada ayat (2), diatur dengan F

Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

Penagihan retribusi terutang didahulai dengan surat te

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarka

setelah 7 (tujuh) had sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tuuh) hari setelah tangg

teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusin

terutang.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada a

dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

84



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi,
, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh

Bupati sebagai dasar menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal t9
Retribusi terutang- pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain

yang dipersamakan.

Afb.q;.,u9"q1. tg,...t'.q!ianssa| s KRD diterbitkan, kecuali jika wajib

retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu iiu

tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), dalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak

atau kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

retribusi dan pelaksaan penagihan retribusi.



(1)

Pasal 21

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputt"

atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan S

Keputusan Keberatn.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah u

memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi , ba

keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupa

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menet

seluhruhnya atau sebagian, menolak atau menanr

besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal

telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputu

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 22

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian

seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikem5al

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua per

sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihi

sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkar

SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi d

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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(2)

(3)

(4)

(5)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran rertribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib.,i6iribusi mempunyai utang retribusi lainnya,

kelebihan pdmbayaraii:retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ) ldngsung'diperhit(pgkan untuk melunasi dahulu utang

retribusi tersebut.

Pengemlaii,an kelebih'bn pembtbyaran retri busi sebagai mana

. ,'dimaksul|'badd aiet (1) dilakukan dalam jangka waktu pating

lama 2 (dua) bulan sejaX OiterUitkannya SKRDLB;

(6) Jikatpengeqlbflianrlk-elebihan pgmbayaran retribusi dilakukan

setd.lah te*it,'vlakid 2 (dua) bulan, Bupati memberikan

imbalan buiiga,: sgbd6ar 2% (dua pbrsen) sebulan atas
;

kete rl a m batan pem b-dla ra n 
.kel 

e bi ha n pe m baya ra n retri b u s i.

';!!e!91til,gir, lgb,ih.,!a{!ll qensenli tata cara pengembalian

' f b I $i h,e n.pe mF:?taidiji,6iiffi I Sii 6a g a i m a n a d i m a ks u d pa d a

eiyat ('! ),, di.q{ui,q".ngan iefutqran:Bupati.

(7\

BAB XVII

PENGU RANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi.

(?) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan



(3)

memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/at
kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberir
keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (i), diat
dengan peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

pasal 25Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjac
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahur
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi
dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahuidari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)



(1) piutans ,.u,r,ol:,"3l'u ..

untuk melakurust 

yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak

(2) Bupati menet{an 

penagihan sudah kedaluwarsa dihapuskan.

d a e ra h n" n n 
j,ljjl 

i:#,T: : ::::::T:T 
i uta n s retri b u s i

(1). --v'q'q'rq seoagatrnana dimaksud ayat

(3) Ketentuan teb

piutans ,."u,o,il, lillt 
t"."n"nai tata cara penshapusan

peraturan r"J: 
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

. pasal2T
(1) lnstansi V"nS,*l"Lanakan pemungutan retribusi dapat
,^, :,0"i' 

inseqrtif afa9.d""i. oun*lu,"" i,""0" tertentu.(2) "Pemberi"ir ini";tif 
f;ois"ir"*-ci,.nur"rc pada 

.ayat 
(1)

. ,t' ditetapkan' 
,mOfi11i1. inggaian Oan 

,

,'' o""r"n l:1":,,;,.,,.,.,,, ,r.r 
Pendapatan Belanja

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata. : pemdnraatan inr"ntit 
""or-g;;"';"ara 

pemberian dan

,,01",1,,.u:n:"h.r";;;;;;;il'."" ormaksud pada ayat (1)

I ' ' - ""'t''-'1-'' 't"t:::':';'' ':" '

:t .,:.,'.,..8AB-{i,1,:.,.,,., , ,

PENGAWASAN

^ 
pasal 2grengawasan pelaksani

Bupati atau pejabat r"";ri;Tturan 
Daerah ini dilakukan oleh

rili

ilnl



(1)

(2)

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi

daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana'

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas;

'Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

. mengenbi orang pribadi atau badan tentang kebenaran

' perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana retribusi daerah;

Memintaketerangandanbahanbuktidariorangpribadi

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

retribusi daerah;

Memeriksa buku, data dan dokumen lain yang berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain' seria

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut'

a.

e.



tn

ik

si

lg

lrtt

1a

1n

th

rh

ai

tn

il

ak

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,

S. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan orang atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,

benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksaj6bilqi tersangka atau saksi;
j. Mengheiitikanp&yjdikan; dan/atau

k. trrtelatiirkan,- tindakari lain yang perlu untuk kelancaran

,pevidlr!,3Ni'tin(b,K. oiotq; di bidans retribusi daerah

..,;:''ses!9i;.r.idengari,;,ll,6etentiign peraturan perundang-

,r ulldaiiilani' "r ''l i-;.,' \,r. "'::i.
i * :': i'i, ': .(4) Penyidik sSpaig€iniiana dimaksud pada ayat (t ),' -: . ir

memberitahukan ilimulainya penyidikan dan menyampaikan-"- 
t ' f*t :fradit penytoitliljqyg keq.ada p'enuntut Uinum metati pejabat

'ii. eotis;. t{eg5iafiep#btiitijnOo$sia, segiiai dengan ketentuanit 'i 
-.{-ii'::, yang diatur ddiam Undang-UiOang Hukum Acara pidana.

-': . . ',r i:i"1:e1j:::{:: ,:i ir'':.-
BABXXilu ..

......
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas

adalah Pelanggaran.



lii

ii

(3) Denda sebagaimana dimaksud pgda ayat (1) merupal

penerimaan Negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Dengan berlakjunya Peraturan Daerah ini, maka setiap kendari

berniotor yang telah'diuji, masih berlaku"sampai dengan m

berakhirnya pengujian.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peratu

Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 33
Peraturan Daerah ini muiai 6erlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang ' dapat mengetahuinya, memerintah

Pengundangan Pilraturan Daerah ini dengan penempatan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.
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